PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI ROTE NDAO

_Menlmbcng .+ a. bahwa untuk membiayci penyelenggaraan pemerintanan, dan
‘ Pembangunan Daerah dalam rangka pelaksgnaan Otonomi
Daerah, maka Pemerintah Daerah periu menggali sumber-
sumber penerimaan yang memadai;

b. bahwa Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemeriniah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menentukan
bahwo dengan Peraturan Daerch dapal diletapkan jenis
Retribusi lainnya selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan

Pemerintah don sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Undang-
undang;

c. bohwa dalom “pfoses penyelenggaraan kegiatan yang
berkaitan deh"goﬁ’fﬁ‘a’é\"dy,gndn administirasi membuiuhkan biaya
yang cukup besar-sehingga dengan mempertimbangkan klayo
penyedican jasa- yang bersangkutan, maka Pelayanan

 Administrasi yang diberikan oleh, Pemerintah Daerah dapat
* dipungut Retribusi; W "IN

d. baohwa sehubungan _déngén itu, maka periv menetapkan
. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao tentang Retribusi
Pénggantian Blaya Administrést, i '

Mengingat : 1.° ‘Undang - undang ‘Nemor 8Tahun 1981 tentang Kitab-Undong-
undang Hukum .Acgrg_,Pic_l_cno._(Lembcran Negara Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomoeor 3209).

2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah- | Lembaran Megara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagalmana telah
diubah dengan:Undang - undang Nomor 34 tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997
tentang Pajak:Daoerah dan Refribusi Daefah (Lembaran’ Negara
Tahur 2000 Nomor 246, Tambahan. Lembaran Negara Nornor
4044) ; S T ST R

3. Unddng - Uhlc‘:k:'ng.Nér;nbr, 22 Tahun.] 9"99_.7_en?cn9 Peyherintqhi;n
Daerah (Lembaran. Negara;Tanun, 1999 Nomor. 60, Tambahan
Lembaran Négara Nomor 3339 ). :

4. Undang - uﬁ?ﬁpng"NQmor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Kevangan antara  Pemerintah. pusat, dan Daerah. (. Lembaran
Negara Tahun. 1999 “Nomor 72, Tambahan Lembaran. Negara

Nomor 3848} ;




10.

11

13.

14.

13.

16.

17.

18.

Undang—undang Nemor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Rote Naco di Propinsi Nusa Tenggara Timur |
Lembaran Negara Tahun 2002, Nomor 22 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4184

Peraturan Pemeriniah  Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagal
Daerah Otonom (rembarcn Negara Tahun 2000 Nomor 54,
Tambachan Lemba'an Negara Nomor 3952);

Perofuran  Pemerintah Nomer 105 Tahun 2000 tenfang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keyangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4022);

perafuran Pemerintfah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tala
cara Pertanggungjowaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2000 Nomor 209, lambahan Lembaran Negara Nomear
4027);

peraturan Pemerintah  Nomar 20- Tohun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintchan Daerah (Lembaran Negcara Tahun 2001 Nomor 41,
Tambahen Lembaran Negara Nomor 4090);

Perafurdn Pemerintah Nomor 66 Tahun 200! tentang Retribusl
Daerah [Lembaran Negard Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lemburan Negara Nomaor 4139);

Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Sistirt dan Prosedur Administras! Pajak Daerah, Refribusi Daerah
dar Penerimaan Pendapatan Lain-lain;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonoml Daerah Nomor

1! Tahun 2001 teniang Pedoman dan pengelolaan Barang
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom! Daerah Nomor
21 Tehun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan
Produk-produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor
23 Tahun 2001 tentang Prosedur PenyusungQn Produk Hukum
Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otononi [?cerah NorT\Ol'
24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daercah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang
Pedomarn Pengurusan, perianggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah.serta Tata Cara Penyusunan Anggaran dan
Belanjoa Daerah, Pelaksanaan Tala Usaha Keuangan Daerah
dan Penyusunan Perhilungan Anggaran Pendapatan dan
Belania Daerah;

peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2003
Tentang Pembentukkcn.Crgcmiscsi dan Tata Kerja perangkat
Daerah Kabupaten Rote Ndao ({ Lembaran Daerah Kabupaten
Rote Ndao Tahun 2003 Nomor 003 Seri D Nomor 001).
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12.

13

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ROTE NDAO

MEMUTU SK A N:

{menetapkan  : PERATURAN DAERAH  KABUPATEN _ROTE NDAO TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA ADMINISTRASI. ;

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : '

Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao,

Pemeriniah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangki! Daerah Otonom
yang lain sebaggii Badan Eksekutif Daerah,

Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao, . oA

Dinas Pendaopatan Daerah adalah ynsur pelaksana Pemégntch Daerah di
bidang Pendapatan Daerah, ) ‘

Dinas, Badan, Kantor, Unit Satuan Kerja adalah satuan Kerja yang menyedickan
dan atau memberikan Jasa/Pelayanan Administrasi  selain  dari  Dinas
Pendapatan Daerah,

Pejabat adalch Pegawal Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di bidang
Perpajakan Daeran dcn/omu' Refribusi Daerah sesuai dengan Peraivran
Perundang-undangan yang berlakv,

Baden adalah sekumpulan orang dan atau Persekutuan Hukum vang
merupakan kesatuan baik yang melakukan wusaha maupun yang tidak
melakukan usaha yang meliputi Persoroan Terbatas, Perseroan Komandifer,
Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan
dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,
Perkumpulan, Yayasan, Organisasl Massa, Organisasi  Sosial Politik atau
Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha tetap dan Benfuk Bacian
lainnya, _
Pelayanan Administrasi adalah pelayanan yang diberikan oleh Pemerinlan
Daerah dalam bentuk pemanfaatan blangko, formulir atau barang cetakan
lainnya, pemberian surat lzin, referensi, rekomendasi, berito acara dan surat-
surat keterangon, petikan, salinan/turunan  surat-surat atau peraturan
perundang-undangan, pengesahan pela, gambar, bagan dan light druck.yong
terkait dengan perencanaan, serfifikat, jasa pemberian pekerjaan, risalah
sidang, pemberian label, pelayanan Jasa informasi, sertia legalisasi surat-surat,
Jasa Umum cdaloh jasa yang disediakan atau diberkan oleh Pemerintah
Daerch untuk fujuan kepentingan dan kemanfaalkan umum serta dapat
dinlkmatl oleh orang pribadi atau badan, ]
Blaya Administrasi adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan olel:\ Pemerintah
dalam proses penyelenggaran kegiatan-kegiatan yang berkaitan de.ngcm
pelayanan administrasi yang diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan
orang pribadi atau badan, g
Refribusi Penggantian Biaya Administrasi yang selanjuinyo disebut. Retribusi
adalah pungulan atas Jasa/Pelayanan Adminisirasi yang  diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan oran pribadi atau badan,

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan
Perundang - undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran
Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Reftribusi tertentu,

Formulir adalah berbagai macam blanko dan berbagal macam surat yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rate Ncdao,



surat yang memuai penjelasan dari suatu Instansi

ngenai sesuatu hal,
h surat yang memuat

i Surat Keterangan adalah

EPemeriniah Kabupaten me
ik surat Rekomendasi adala

Hiketerangan untuk mendukung sesuatu hal, :
[ot1zin adalah surat yang dikeluarkan oleh pemeriniah Daerah kepada orang
dpribadi atau badan berupa pernyataan yang membolehkan alav menyetujui
meélakukan sesuaty,
W& petikan / kulipan adalah pengambilan sebagian tuli

Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi a
Tembusan adalah lembar kedua, ketiga dan seferusnyd
n oleh Pemeriniah Daerah

sebagainya yang dikeluarka

t. orang pribadi atav badan,

9. Salinan adalah hasil pemindahan suat
' sebagainya yang ditertibkan oleh pPemerin

: pribadi atav badan,

Legalisasi surat adalah per\gesohon surat oleh pejabat yan
" dengan peraturan perundongan yd ng berlaku,

1. Jasa Pemberian Pekerjcan pemerintah adalah jasa yang diberikan berupd

& pemberian pekerjaan Pemerintah kepada orang pribadi atou badan yang

mempuntal kualifikasi untuk pekerjaan dimaksud,
. Risalah Sidang adalah risclah dar kegiatan sidang DPRD

sidang,
. Pemberian Label (Pe{cbelcn) adalah proses pem
dijual,

pada kantong benih yang akan
. Pelayanan Jasa Informasi adalah pelayand
situasi, data statistik dan data laporan fahunan dari s

yang membutuhkannya,

. Surat Ketetapan Retribsui Daerah yang selanjuinya disingka
Keletapan Rerlibusi Daerah yang menentukan besamya relri
. Surat Tagihan Retribusi Daerah ycng selanjutnya disingkat
untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administ

dan/atau denda,
. Pemeriksaan adalah

suatu  persetujuan alau

san dari sumbper lgin oleh

tau badan,
dari surat, akia, don

untuk kepentingan

i surat atau akta dan

v tulisan da
entingan orang

tah Daerah untuk kep

g berwenang sesuai

pada setiop masa
perian label (kartu pengenal)

n informasi berupa pemberian data
vatu unit tertenty kepada

{ SKRD adalah Surai
busi yong terviong,
STRD adalah surat
rasi berupa bunga

1 untuk mencari, mengumpvulkan,

mengolah data dan/atau keterangan lainpya  uniuk menguii xepatuhan
pernenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan uniuk fujuan lain dalam rangka
melaksanakan ketentuan peraturan perundang — vndangan Retribusi Daerah,

. Penyldikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik pegawdi Negeri Sipil, Yang selanjuinya@
disebut Penyidik, unfuk mencari serio mengumpulkan bukii yong dengan bukti
itu membual ferang findak pidona di bidang Relribusi Daerah yang terjadi serta

menemukan tersangkanya.

serangkaian kegiatar

pAaB I
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pascl 2
tribusi Penggantian Biaya Admin bagai

jasa Pelayanan Administrasi.

Dengcn nama Re istrasi dipungut Retribusi s€
L pembayaran alas
§ Pasal 3

(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Administrasi yand
$ Daerah yang meliputi penyediaan dan pemcnfocton a

a. Blanko, formulir alau barang cetakan lainnya
b. Surat lzin, referensi, rekomendasi, perita acara, sertifikat dan surat-surat

diberikan oleh pemerintah
tau pemberion :

ang-undangan

keterangan
c. Petikon, salinan/turunan surat-sural atav peraturan perund
risalah sidang
r, bagan dan light druck yand terkait dengan

d. Pengesahan peta, gamba
perencanaan



. Legalisasi surat-surat

. Jasa pemberian pekerjaan Pemerintah ;

0. Pemberian label dan pelayanan jgsa informasi. A

It ,ldck termasuk Objek Retribusi adaloh Pelayanan Administrasi bagi Instansi
iPemerintah atau Badan-badan soslal Hon komersicl/keagamaan.

: Pasgl 4
BSubjek Refribusi adalah orang pribad! atau badan yang mendapatkan jasa

ibelayanan Administrasi,
) )_IVojlb Refribusi adalah orang pribad afau bedan yang menurdt peraturan
iperundang-undangan  Reiribusi diwafbkan uniuk melakukan pembayaran

i Refribusi, fermasuk pemungut atau pemotong Refribusi terfentu.

BAB lt
GOLONGAN RETRIBUSI

- Pasal 3
Brribusi Penggantian Biaya Administrasi digolongkan sebagai golongan Retribusi

fia Umum.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

: Pasal 6
filgkat Penggunaan jasa pelayanan Administrasi divkur berdasarkan jenis dan
lUmlah jasa/pelayanan Adminisirasi yang diberikan dan atau dimanfaatkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7
struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan

Brinsip dan sasaran dalam penetapan
pertimbangkan biaya

Raministrasi didasarkan pada kebijakan Daerah dengan mem

flang dikeluarkan untuk penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan
Masyarakat dan aspek keadilan.
BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
- Pasal 8
Setiap pemberian Pelayanan Administrasi dikenakan Retribusi.
: Pasal 9
1) Strukiur dan Besarnya Tarif Retribusi adalah sebagai berikut :
No. Jenis Pelayanan Administrasl Tarlt
PeliKAN/KUNPON .occocciiiiniisermorssnsnsnssnsnsssssssnsassossssatensansgoasansasantess Rp. 5.000
Rp. 10.000

1.
2 Tembusan atau salinan Peraluran ..
3. Pengesahan sural yang ditandatangeni Bupati atau

sekretaris Daerah atau Kepala Badan atau
Kepala Dinas atou Kepala KANIOT iveeereeeseessossassnesssssessnssnsusssnses Rp. 5.000

4. Legalisasi SUPG-SUIGT 1eveervereinnseiisnessssssnsisnsassnssssnsamasusnssssisusnssss Rp. 5.000
5. Jasa pemberian pekerjaan kepada pihak ketiga

o. Paket Pekerjaan di atas Rp. 15 juta s/d Rp. 50 juta .cunee Rp. 150.000

Rp. - 350.000

b. Paket Pekerjaan di atas Rp. 50 juta s/d Rp. 100 juta ..o
c. Paket Pekerjaan di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 200 juta ....... Rp. _ 750.000
d. Paket Pekerjaan di atas Rp. 200 juta s/d Rp. 300 juta ....... Rp. 1.500.000
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10.

11.
12.

13.
14,
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18.
19.
20.
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23.

24,
25.

26.

27.
28.
29.

2

31.

32.

33.
34
35.
36.
37.

38.

.

e. Pcket‘Peke.rjcon di.atas Rp. 300 juta s/d Rp. 400 juta ....... Rp.
f. Paket Pekerjaan di atas Rp. 400 Juta s/d Rp. 500 juta ....... Rp.

9. Paket Pekerjaan di atas Rp. 500 juta .................. Rt TN Rp.
Risalah Sidang per Masa SIaNG ... Rp.
Surat keterangan / REKOMENARS] ..o Rp.
Surdt Tembusan / Salinan Surat Ketikan soicineemomm S Rp.
Pengesahan Surat yang ditandatangani Ketua
Dewar Perwakilan Rakyat DAEran .......c.eeeeceeeeeeenreroo Rp.
Rekomendasi lzin Riset / Penelitian sebagai berikut :
G.  Untuk MOhOSISWG ..o «....Rp.
B. Untuk Lembaga Swadaya Masyarakaoi BT T ———— Rp.
€. UNtUK UMUM ..ccccitiritiscssssesessesseses s Rp.
Pemberian lzin Usaha Tanda Pendaftaran Usaha (TPU) Film
dan Rekaman Video (CD, VCD, DVD dan sejenisnya) ........... Rp.
Pemberian Izin Edar / Distribusi Film dan Rekaman Video
(CD, VCD dan SEIENISNYA) vttt Rp.
lzin Shooting Film Cerita Nasional ..o Rp.
lzin Shooting Film Dokumenter / Non Cerita ..................... Rp.
12N Shooting FIMN IKIGIN .....vvveevreneeeeeceeeeseessssoosssses oo Rp.
lzZin pengedaran Film Bioskop dan Bioskop Keliling .................. Rp.
Pergantian Biaya Cetak PetGu....... oo Rp.
b L~ | T——————— Rp.
lzin Shooting Film Asing Non Cefita ..o Rp.
lZn Peredaran Rekaman Video ([CD, VCD, DVD, dan sejenisnya)
unfuk 1 {satu) Judul Rekaman Video Per-keping .....sisionnes Rp.
. Rekomendasi Keputusan Kelayakan Lingkungan .................... Rp.
Rekomendasi Izin Usaha/Kegiatan yang berdampak
tethadap Fungsi ekosistem terumbu Karang ...coveceeceeceeeeiennnn, Rp.
Rekomendasi lzin Usaha/Kegiatan pengedar Dalam Negeri,
Tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi
UNdanG-Undang .......c.ooueeuuieiereeereesceesee oo Rp.
Surat Keterangan Fiskal Daerah tentang pelunasan Pajak/
il fel- L (- J—————— R Rp.
Surqt Keterangan Daerah Bebas Penyakit untuk Ternak,
Hasll Ternak dan Hesil lkutan Ternak oo Rp.
Rekomendasi Pemasukan Ternak, Hasil Ternak, Hasil
lkuian Ternak dan Makanan Ternak :
a. Dari Luar Propinsi .................. T e T S Rp.
D. DAl LUar NOQBIL.........cuumenmsissssssnssssssssessrenssasmmsnsesemssasssssemn. Rp.
lZin Pengeluaran Ternak Besar/€KOr ..........v.weeeeeeeosooeoooeon, Rp.
Sertifikasi Bibit Ternak Besar/€Kor ........veeeeeoeeeooooooeoo Rp.
Rekomendasi/Surat Keterangon Pengeluaran Ternak Hasil
dan Hasil lkutan Ternak Serta Makanaon Ternak dan
Perpanjangan Izin atau Rekomendasi :
Q. Keluar Propinsi ..ouwueeccecveeceenesseeseessssessoss s AR RS e desed Rp.
B, KEIOUOEr NOGBIL......cvuiicsiviismissmsissimmmmiomesemmsmomnenssomsssens Rp
Sertifikat Mutu Eksport Hasil Perikanan........eeeeeeeevee oo, Rp
Surat Keterangan Mutu (KGN ...icveeeieee e, Rp
IZin Usaha Perikanan, Surat Penangkapan Ikan,
Surat Budidaya lkan, Surat Izin Kapal Penangkapan lkan,
Surat Izin Pembelian dan Penangkapan Kan .....c..oeveeveeennn., Rp.
Surat Kelayakan Pengolahan IKan .......o.o.eeeeeeeevereeeoeooeo, Rp.
Surat Keterangan Penguijian Kapal Perikanan......o.oeoveveeeee... Rp.
Rekomendasi/Telaahan TEKNIS...ouveeeriveeeesee e eeseseteee s p.
SPP Penyetoran dan Pengujian Hasil Hutan.......ccoeeeeveeeveneeennn, Rp.
Surat Keterangan Izin membawa hasil hutan
kQyu cendana s/ 10 KG....ooiivieeereeeeeneeeressesesssssssessesssssesssssensens Rp.
Surat Pengesahan Tanda Tangan Dokumen Kawasan

(V101 (V] Qo T L QN € 7T DO SR Rp.

3.000.000
4.000.000
5.000.000
10.000
10.000
8,000

$.000
5.000

20.000
30.000

1.000.¢00

1.000.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
500.000
50.000
25.000
2.500.000

1.000
50.000

25.000

25.000
10.000

10.000

25.000
50.000
20.000
20.000

20.000
25.000
5.000
5.000

5.000
5.000
5.000
5.000
2.000

10.000

2.500.000



i 0. Surat Izin Rekanan don Keterangan

Kepala Dinas KehulQnan ......coeeceeeeecieciicceceicceeeeeeee e e Rp. 3.500
40. Surat Izin Rekanan dan Keterangan Kepala Dinas

KEhUIANAN (PKT) vevuivriiierericicisiseseesscsressesssssesessesssseesssessesessesens Rp. 3.000
41. Surat Keterangan Pemeriksaan Lokasi Penebangan

di Luar Kawasan HUIGN ... seeseseesssseessssesesssssesssns Rp. 10.000
42. Sural Keterangan Asal Usul Hasil Hutan Non Kayu ................... Rp. 1C.000
43. Surat keterangan Hasil Pemeriksaan dan Pengukuran

S Y v i bt B s s S i T e ial s D o b ailiasss Rp. 10.000
44. 1zin Shooting di dalom kawasan hutan produksi /

iNdung [DIShUL) .o et ss e eaesins froenees Rp. 500.000

45. Bldang Usaha Perkebunan :

a. Pendaftaran UlcngPerusahoan Besar Swasta yang Areal Besarnya :

S8 YOO v s S B T TGS Rp. 50.000
TOU S/A 250 HEL. ..occeeeeaserserrornsssasssassosestsssosnsnsesonsassensorsostssos Rp. 100.000
251 5/d 500 HO. ..ocoveerecneeererncrsasssassssssesnssssssssssassnsssssenssans Rp. 150.000
Leblhidan iS00 FIQ v siesinainmiiis Rp. 250.000
B. Pendoftaran UIong ASOSIQS ... ssusssssisssisssssasssasisssss Rp. 50.000
<. Rekomendasi lzin Usaha :
0= 80 L3 . RO NA  RRNEpY Rp. 25.000
2650 VOB, vovonmisnavssoscassinemnstoiinssunaissanssssivisssssiopsassinsses Rp. 50.000
LOT S{A280IHE, simscnmninsmnr i Rp. 75.000
251 $/d SO0 HQ. ..vovveereeireereerraerressesneseseeesessnessessaesaessessanes Rp. 100.000
S0V 5/ 1000 M. ieiccsssssarsarssnsssssassssasensssassssossassssssssissssores Rp. 125.000
Lobihidar 1,000 HE s saiisssmssnssismssessisissisasssinss Rp. 150.000
d. Buku PIOTINVOSIAS -ivismmiiisiio e s s sorssssshssvirasrios Rp. 50.000

48. Bidang Sarana Prasaranag Perkebunan :

- Rekomendasi Alat Mesin Perkebuan ......ccceeeeeececsmaneensseissseases Rp. 1 permil dari
nilai jual

47. Bildang Produksi :
Pengawasan Peredaran Benih dan Pupuk :
a. Penertiban Tanda Regsitrasi Usaha Perbenihan [TRUP) .....Rp. 25.000

Pelabelan benih, bibit dan emnes ............................................. Rp. | permil dari
nilai jual

b. Sertifikat Kebun Benih .....cocovviivinciceneirennenn R —_— Rp. 100.900 .

C. ReKkOmMENdQsi PUPUK ....eueeeeeerreeeienrreeciieneesisssssssrsnsssssnsaesennns Rp. 1 permil dan

nilai jual

48. Bldang Perlindunaan Tanaman :

- Rekomendasi Pestisida ....ccreeeeeererrereesinisieennniemnnsessniismiins Rp. 1 permil dari
nilai jual

49, Rekomendasi Pendirian LSM (SOSIAl) ...eevveeriieiiiiiiiiiiiiiiiiiinn Rp. 250.000
50. l1zin Pengumpulan Uang/Barang untuk 1 [satu) Orsospol/

YAYASON /| LSM iiciiveisnssiisesssissansassasssssasssanaasssssssnnasssassssssssssassasssses Rp. 150.000
51. Izin Pengangkatan Anak (AOPSI) .cveeeivemreniniii. Rp. 500.000
52. Legalisasi terhadap Surat Izin Usaha Lintas Kab/Kota ............. Rp. 10.000
53. lzin/Rekomendasi Riro Perjalanan Wisata (BPW) ....ccciiiiiinens Rp. 50.000
54. lzin/Rekomendasi Cabang BPW ..., Rp. 50:000
55. lzin/Rekomendasi AGen BPW ..o Rp. 50.000
56. lzin/Rekomendasi Hotel Berbintang ....ceevveevenvincinininninnnnn Rp. 50.000
57. lzZin/Rekomendasi Usaha RESIOran ..., Rp. 50.008
58. 1N USANA TirtQ/BANGI oovvereiereeaeeraeissesienminssssssassssssssssssssssssienss Rp. ggggc
59. JAsA IMPresario ........iiiimeienerisimsieisins s Rp. 50.000
80. Sistim Info Geologi [SIG) Skala.) : 25.000 .....cccmmmrmsmsninssansnses Rp. g
61. Contoh Rua/Ton/Jenis Mineral/Bahan Galian ... ...Rp. 1.288
62. luranPenyelidikan Umum/Ha ....ccccveinncee e iSRRG B beges Rp.



83. luran EKSplOrasi/Ha ......cocvviveeverirsnsieeeennnes el o L R Rp.
Bl foran BRSPIONMBI/FIG ........ccomunminmissmsmasumsssspsssisosssossmsinses Rp.
85. Legalisas! terhadap surat Izin :

Q. Operasi ANGKUITN SEWE ...cvcveeriiiniirrernesesssssessssessssssssssssenes Rp.

b. Operasi'Angkutan Pariwisata .............. RARPT————— Rp.

e OpBras ANGRUIEN BAIQNG owsussssiscssassssissssssossasisisssisisesssinsss Rp.

d. Perybahan BentuK ........cccceeeivieeecieiseisisecseecciesseesesssnes . RPL
88. Rekomendasi Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor ............ Rp.
67. Rekomendasi Pemasukan Kendaraan Bermotor yang

GVW—nyo melampaui daya dukung Jalan .......c.ccceevecrreennnns Rp.
68. Serﬂﬂkci Tanda Daftar Rekanan {TDR): sciiivcncivieccciiccisninnnaas Rp.
69. Surof Konfrak Penyewaan Alaf Berct/Sewc FOKIOF s isisssasinnnass Rp.
70. Suraf Kontrak: Penyewaan Alat-alat Besar

(Per Paket pekerjaan) ......... B cecsesessannsanenconsisnsosthnansacnesonunssbononsets Rp.
71. Gambar, bagan peta dan lightdruck/gambar biru :

& “SRAG.Y 5 D000, »:siviuissssiasosissamaissmsmasasssssiesnsonssnesssassissassntorss Rp.

B. SKAIA 11 100000, cioueiiiiteieieeeireeeireeessseesssssesssaeasssesssassessasesns Rp.

c. Skalal: SO0.=: cinsssissinavsorsasessbisnsshsisssssssssiisaisasasissniansesss Rp.

"I SIS T 2 00 saisasncaessssanRssssisusssssssussuindssasvai s sassaasasis Rp.

72. Tanda Lulus Ujian Kescmcmccn dan Ketahan Fisik

OIBRIGIDIN. & icvainessttigefhsssmesivssishipunibossvassissisniosinsonsadiodossiobsases Sessores Rp.
73. Tanda/Sertifikat Peicﬂhcn SKJ, SJJ Senam Avo Berscnu ......... Rp.
74. Surat [zin Penggunaan Prasarana Olahraga dan Pemuda

il Pommatintan DABION .iasismmsssississisodesmmisissesisiss Rp.

75.
76.

77.

78.
79.
80.
81.
82.
83.
g4.

8s.

86.
87.
88.

83.
80.

o1.
92.

Tanda Lulus/Sertifikat Ketrampilan Pemuda dan Olahraga ...Rp.

Pemberian Pengesahan Badan Hukum Koperasi kepada
Koperasi Sekunder dan Koperasi Primer yang anggotanya
dclom chupcten/Kofc ............................................................. Rp.
Pengesth'l perubohcn Anggaran Dasar Koperasi kepada
KoperasI Sekunder dan. Koperasi Primer yang anggotanya
dalam Kobupofen/Ko?c B s Rp.
[Zn va Penyalur Alat Koseharcn e foressssnsontssanss e R Rp.
lzin fedqgcmg Besor rcrmcsl savissiansnnansssavossbasensusbartinaunasesasasoersens Rp.
Izin Rurm:h Sckif chsfc SRk i T SR R BN R A S Rp.
Rekomendasl uniuk pendlncn I.ob Kes Bgru aesopmesseogessoacs S Lsa LS Rp.
Surcf Keterdngdn Kesehatan ... LI ereraens o Rp.
Leqalisast$utat-surat/Dokumen Lab. Kesehctcn/joms ............ Rp.
Pels yé:nc:n Jasq Informasi : a
a.” Data’'sHUds Lob. Kesehafan i icesecsisssssinnsien Rp.
b. Data Sicmoﬂk Lab. KeSERAITN .ouuerrerereicerisiaerassiasensssnsessannes Rp.
c. D&t chorcm Tahunan Lab. Kesehatan. ... Rp.
Surat Veierongcn Produsen Benih :

a. Pedcgcng/Pen\/ckur/Tchun G as e S s s s ds s e e el Rp.
b. Produsen/Pedagang/Tahun ... T — RP.
c. Penyedia Barang Dan Jasa (Kontraktor)/Tahun ................ Rp.
Biaya Karty Pelcbelcn Benih (Pelabelan) Per Lembar ............ Rp.
Pemeriksean Pemcscngcm Panal/Pohon Induk Per Pohon ....Rp.

.surqt lzin Penggunaan Jasa Alat-alat Laboratorium

Sewo ‘praktek per hari :

a.” Mahasliwa Non Tugas Belgjar ...........cwee. P Rp.

b. Mahasiswa Tugas/izin Belojar dan Mosyarakat Umum ..... Rp.

Pelayandn Jasa Informasi :

Q. Data $IUGSI PANGAN ...ovriiiririiisisriss e Rp.

b, Data StatEtk Perfanicin e Rp.

c. Data Laporan TahunanDings ... Rp.
Surat Keferangan Pengalaman Kera ... Rp.
SeWa LCO Projector per hari termasuk petugas Operator ... Rp.

Penelitian parpaketl per orQng ... e, Rp.

1.000
5.000

10.000
10.000
10.000
10.000
50.000

25.000
50.000
10.000

§0.000

25.000
50.000
100.000
150.000

5,000
5.000

5.000
5.000

200.000

200.000
300.000
500.000
.000.000
500.000
5.000
10.000

-—

250.000
250.000
250.000

25.000
15.000
100.000
S9
5.000

5.000
10.000

10.000
10.000
20.000
5.000
150.000
10.000



¥'(2) Struktur dan Besarnya Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal Ini

capat ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan perkembangan keadaan, setelah
mendapat persetujuan DPRD.

BAB VIl
SAAT RETRIBUSI TERHUTANG
DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

3 L)
i Refribusi terutang pada soat diterbitkannya SKRD atou dokumen lain yang
i« dipersamakan.

Pasal 11

£ Retribus yang terutang dipungut di wilayah tempat Pelayanan Administrasi
¥ diberikan.

BAB VIl
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Retribusi yang terutang ditetopkan dengan menerbitkan SKRD otou dokumen
e lain yang dipersamakan,

(2) Bentuk, Isi dan tfata cara penerbitan SKRD atau dokumen Ilain yang

dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh
Bupati.

. BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13
(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan,

(2) Retribusi dipungul dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan,

(3) Tata cara pemungutan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

(1) Retribusi yang terulang harus dibayor tunai/lunas sekaligus pada saat
pelayanan diberikan, =
(2) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi diatur
dengan keputusan Bupati.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

(1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak ]atu.h

tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat teguran/peringatan/surat lain

yang sejenls sebagai awal tindakan pelaksanakan penagihan,

(2) Dalam jangka wakiu 7 (tujuh) harl  setelah ‘fcnggaf suraf'
teguran/peringatan/surat lainnya yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi
Refribusi yang terutang,

(3) Surat leguren/peringatan/surat lainnya yang sejenis sebagaimana pada ayat
(1) dan ayat (2) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejakat yang ditunjuk.



*asal 16

& Bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penaglhan Retribusl
f sebagaimana dimaksud pasal 16 Peraturan Daerah ini ditetapkin oleh Bupati.

RAB XII
SANKS! ADMINISTRASI

Fasal 17

Dalam hal Wajib Refribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi Administrasi berupa. bunga sebesar 2% (dua persen)
setlap bulan dari Retribusi yang tetutang karena tidak atau kurang bayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.

(1)
(2)

(3)

ne

BAB X
PENGURARGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pﬁscl 18

Bupatl dapat memberikan peﬁgurongcn keringanan dan pembebasan
Reiribusl,

Tata cara pemberian pengurcngcn ke'mgcnon dan pembebasan Retribusil

sebagaimana dimaksud pada ayct (1) pasal inl ditetapkan oleh Bupati.

"BAB  XIV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 19
Walib Retribusi dapat mengajukqn. <eberotcm atas SKRD atau dokumen lain

ayang, d:perscfnakan kepada, Bupch q,gu Pejcbcf yang ditun rﬁ
_ Kecmrcfcn d’cuukdn 'ecoro }erjuhs dusnrtcn cfcscn~olcson yd [e] ]e]os ponng lama

2" {dua) ‘Bulan-sejak fanggal SKRD ditetapkan, kecuall' Waijls RetrbUs tertentu
dapot menunjukan bahwa dalcm;qrpgm waktv itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan diluar kekuasaannya, ., i o

Dalam hal Waijib Retribusi mengc]bkdn Wéberatan atas ketetapan Retribusi,
;Ncﬂ: Retribusi harus dapat membuktlkan ketidakbenaran ketetapan Reftribusi
erselyut,

Keberd:tcn ycmg hdck memenuh: ersyorctdn sebcgclmono dnmoksud dalam

, _‘:‘YC?t (2)* P&l inl, tidak dmnggcp sebcgcﬂ subtu keberdtdn ’seh1ngga tidak
diperimbangkan, © ST AT S

(5)

PEnZ)0dk Wéberdtdn” fidak Yrenunda kewdjiban membayar Refribusi dan
peitksanaan penaglhan Retribusl. AL

et
At

P s e o AL s R '
1R iy, P ‘._:N\,‘-'nr,-\f‘.

Permohonan keberatan homs'\‘ SOHsRan: S18R " Bupati . atou Pejobat yang
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal tanggal
surcf permohonan keberatan ditefimag, .

Keprllusdr ~BUpdti"atdu ' Pejabaf #yang' ~ditunjuk “dbpat berupa menerima
snluruhnyc ufou sebcglon, menolck ctcu mencmbch besor Refnbusn yong
ferUlang, - 77 pEAESH 2BnnT
Apablia jdnch Wwaktu sebbgolm::nc dimaksUd- dalam ayct ll) ‘pasal ini telah
lewat dan Bupali atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberkan sualv
keputusan, keberatan \yong duclukch 1ersebuf dlcmggcp dikabulkan.

BAB XV
KADALUWA'R'S'A PENAG)HAN
g Eh

Pcscl 21

. HaL Un}UP melokukan ‘Penagihan; fRe'frIbusl kadalwrarsd‘sete!ch melompaul

jar:, "3 wakil' 3 [tiga) tahin tethiting 'séjak sadf térhutdng' Retribusl, kgcuoh
cpob.lo Wb]lb Re’mbusl me{okﬂkon t[rtqu,pldcnc ‘dl biddng Retribush;
Vg AR X
",',l" { D '.'. ,'-.'.'.-.,":Zi /-_ \ "»'_"f‘..‘--: r_j'n‘ \ .“_':"’ }\., .("'_ b

. - s 5% . (o ) Tal 1A
w 4 . ) o

" 10



',chcluwcrsd penagihan Retribusi sebagairana dimaksud pada ayat (1) Pasal

i ini teriangguh apabila
a. diterbitkan surat teguran, atav; ,
b b. ada pengakuan utang Retribusi dari Waiib Retribusi

tidak langsung.

baik langsung mauvpun

BAB  XVI
KETEMTUAN PIDANA

Pasal 22
tidak melakukan kewajibannya sehinggad merugikan
ncam dengan pidand kurungan paling lama & ([enam)
kali jumiah Refribusi terutang,
asal ini adalah

Waiib Retrlbusi yong
kevangan Daerah dia
p bulan atau denda paling banyak 4 [empct)
{2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud calam ayat (1) P

pelanggaran.

BAB  XVII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi

wewenang Khusus sebagai penyidik untuk meakukan penyidikan tindak pidana

di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam yndong-undang

Nomeor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Accra Pidena,

wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti veierangan atau lgporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar
weterangan atau laporan tersebut menjadi |epih lengkap dan jelas,

b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orand pribadi atav
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehvbungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

c. meminta keterangan dan barang pukti dari orang pribadi atau badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Relribus Daerah,

d. memeriksa puku-buky, catatan-cataton dan dokumen-dokumen perkenaan
dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen-dokumen lain  serfa melakukan penyiiaan
terhadap barang bukti tersebut,

f meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah,

g. menyuruh berhenti dan atau melarang
atau tempat pada saat pemeriksaan se
identitas orang dan/alau dokumen yang
pada huruf e,

h. memolret seseorcng yang perkaitan dengan findak pi
Retribusi Daerah, '

. memanggil orang untuk didengar keteranganny
tersangka atau saksi, '

j- rmenghentikan penyidikan,
k. melakukan tindakan |gin yang perlv uniuk kelancaran penyidikan tindak

pidana di bidang Retribus Daerah menurut hukum yang dapat
dipencnggungjowobkcn,
|. PPNS dapat meminta bantuan teknis penyidikan dari Penyidik POLRI.
(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan
dimulainyo penyldikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntui
Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik indonesia, sesudl dengan
ketentuon yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 lentang

Hukum Acara Pidana.

seseorang meninggalkan rvangan
dang berlangsung dan memeriksa
dibawa sebagaimand dimaksud

dana di bidang

a dan diperiksa sebogai

11



BAB XVl
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut olen Bupali,
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB  XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. '

Agar sefiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Dacerah ini dengaon penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Clundangkan di Baa
nada tangigal 18 Juni 2304

pietd 1

4 Seretaric Daerah Kabupaten Role »iddan

//; e

¢

. tis (/ e
f 4 \ 'y— -.»-./[./(/{ ot
{o:B jvﬁjuymﬂiﬂwsﬁé“' R A REA T

-

1
’\‘?(ﬂi AT uACrU\'I KABURSATEN B0 BDAC TARUN 205 ROMOR
MOMOR 003

¥R AR 1\"2.'.; CEONASTVERKY E S B ST



PENJELASAN
- ATAS
PERATURAN DAERAH XABUPATEN ROTE NDAO
NOMOR 22 TAHUN 2004
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTJAN BIAYA ADMINISTRASI

b

:

g PENJELASAN UMUM

i Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
f Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
b Perimbangan Keuangan antara Pemarintah Pusat dan Daerah, raaka Anggaran
. Pendapatan dan Belanja Daerah betsumber dari Pendapatan Asli Daerah dan
Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara.

. Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli
¢ Daerah perlu diintensifkan pemungutannya sehingga diharapkan menjadi salah
By satu sumber pembiayaan penyelenggeraan Pemerintahan dan Pembangunan
B Daerah yang pacdic okhirnyo bermuare pada peningkatan dan pemeratcan
kesejahteraan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomer 18 tahun 1997 Tenlang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang
Retribusi Daerah, maka Daerah diberi peluang dalam menggali sumber-sumber
keuangdnd dengan menetapkan jenis Refribusi selain yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Pemerintah dan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam
Undang-undang.

Salah satu jenis Retribusi tersebut qdalah Retribusi Penggantian Biaya
Administras’. Retribusi ditetapkan dengan maksud untuk menutup sebagion atau
selurunnya blaya pelayanan/jasa yang dilakukan oleh Pemerintah dengan istap
memperhailkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Biaya Adminisirasi
yang dikenakan di sini hanya kepada orang pribadi atau badan sedangkan
yang berkaitcn dengan tugas pokok pemerintahan yang bersifat pelayanan
. umum dan pembangunan tidak dikenakan biaya, termasuk juga pelayanan
3 ¥ administrasl bagi Instansi Pemeriniah otau Badan-badan Sosial dan Non
F # Komersial/Keagamaan.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka perlu menefapkan Peraturan
Daerah chupcie,n Rote Ndao tentang Retribusi Penggantian Blaya Administrasi.

¢l PENJELASAN PASAL DEML PASAL

Pasal 1: Cukup Jelas.
Pasal 2: Cukup Jelas.
Pasal 3ayat (1) :  Cukup Jelas.
Ayat (2) - Dalam pengertian Instansi Pemerintah pado

pasal ini, termasuk pula Pegawai Negeri Sipil
yang membufuhkan Jasa Pelcyonc'n
g Administrasi dalam rangka pembinaan karir,
3 misalnya : bahan kelengkapan Administrasl
: personil yang bersangkutan untuk penyelesaion
- pengangkatan Calon Pegawai Neger Sipal
menjadi Pegawai Negeri Sipil, kenaikan
G pangkat, pensivnan dan 'sebagcinyc.
E 3 Sedangkan Badan-badan Sosiai Non Komersii /
: Keagamaan termasuk Panti Asuhan dan

sebagainya.

Pasal 4 : Cukup jelas.

5 Pasal & : ;. Cukup jelas.



#Pasal 6
#Pasal 7
#Pasal 8

'_2 Pasal 10

Pasal 11
Pasal 12
Pasal 13
Pasal 14
Pasal 15
Pasal 16
Pasal 17
Pasal 18
Pasal 19
Pasal 20
Pasal 21
Pasal 22
Pasal 23
Pasal 24
Pasal 25

EPasal 9 Ayat (1)

Cukup jelos.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Angka 3 dan 11 maksimal & (lima) lembar.
Angka lainnya Cukup jelas.

Perubahan dengan keputusan Bupati yang
dimeksud pada ayat ini khusus terhadap objek
pungutan yang ‘elah diatur dan lidak
dimaksudkan unttk  penambahan objek
pungulan yang baorv.

Yang dimaksud dokumen lain yang
dipersamakan adalah tanda bukti pelunasan
Retribusi Penggantian Biaya Administrasi yang
berbentuk "Tando Terima" sebagai  bukti
pembayaran atas pelayanan formulir / surat /
rekomendasi dan atau jenis administrasi
lainnya yqng telah ditanda tangani oleh
Kepala Badan / Dinas / Unit Kerja lainnya yang
bersangkutan.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

Cukup jelcs.

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup Jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

f TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO NOMOR 026
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